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PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 
NOMOR 1¢ TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 
NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACER BARAT DAYA, 

- 

I" 

Menimbang a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
211/PMK.07 /2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 139 /PMK.07 /2019 tentang 
Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana f Otonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah 
dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang 
Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023; 

b. bahwa sesuai dengan huruf G, angka 22 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disebutkan Program, 
kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer 
yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaanya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana 
Darurat yang diterima daerah pada tahap pa.sea bencana, 
bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup 
tersedia dan/ atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan 
mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD; 

c. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D huruf a dan huruf h, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan 
antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar 
kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar 
jenis, antar objek, antar rincian objek dan/ atau sub rincian 
objek dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang 
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum 
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan 
diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu 
tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan 
prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, 
untuk itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati; 

d. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 
900/651/2023 tentang Penetapan Bantuan Keuangan 
Bersifat Khusus Untuk Dana Tambahan Bantuan 
Operasional Mukim Tahun Anggaran 2023; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 



Mengingat 

Pera.tu.ran Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, 
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan 
Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ( 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286}; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 44210); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4633); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 



Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 
5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang � 
Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6847); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
La.poran dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
6323); 

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
63); 

20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
- tentang Klasifkasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 � 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 
Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115) sebagaimana telah 
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh 
Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan 
Terbatas Bank Aceh (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 
Barat Daya Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 150); 

29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 
Daya pada Peru.sahaan Daerah Air Minum Gunong Kila 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 116) 
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh 
Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peru.bahan atas 
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 
Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Bara.t Daya Tahun 2020 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 140); 

30. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 Nomor 39); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 



Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 39), diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 2 

! 

00 

3.000.000.000,00 

3.000.000.000,00 
00 

99.366.292.092,00 

102.366.292.092,00 

102.366.292.092,00 
00 

957 .499.095.062,00 
(99.366.292.092,00) 

957.379.095.062,00 
120.000.000,00 

858.012.802.970,00 
120.000.000,00 

858.132.802.970,00 

Rp 
Rp 

Rp 

Rp 

Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya 
Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp957.379.095.062,00 
bertambah/(berkurang) sebesar Rp120.000.000,00 sehingga 
menjadi sebesar Rp957.499.095.062,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. Pendapatan Daerah 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pendapatan Daerah 
setelah Perubahan 

2. Belanja Daerah 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Belanja Daerah 
setelah Perubahan 
Surplus/(Defisit) 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 

Jumlah Penerimaan 
Pembiayaan setelah 
Perubahan 

b. Pengeluaraan Pembiayaan 
1) Semula Rp 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 

Jumlah Pengeluaraan 
Pembiayaan setelah 
Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Neto 
setelah Perubahan 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran setelah Perubahan Rp 

2. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 60 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupa.ti ini terdiri dari: 
1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang 

Dik:lasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 
Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 



3. Lampiran III: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Hibah; 

4. Lampiran lV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Ala mat Penerima, dan 
Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat 
Umum; 

6. Lampiran VI: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada Pemerintah Desa. 

3. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal62 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 
perundang- undangan. 

PasalII 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita. Daerah 
Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Ditetapkan di Blangpidie 
pada tangga11l> !Jf!:j_ 2023 M 

27 0, A- 1444 H 

I Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,6\ 

K288 
DARMANSAH 

Diundangkan di Blangpiclie 
pada tanggal (& & 

27 £a-Lo 
2023 M 
1444H 

{ sEKRETAas pRA_ f [ KABUPATEN EH BARAT DAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 1( 


